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PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2010

TENTANG

PRODUK HUKUM TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN JONGGOL
SEBAGAI KOTA MANDIRI

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Presiden
Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan
Jonggol sebagai Kota Mandiri, telah ditetapkan Surat Keputusan
Gubernur Jawa Barat tentang Penunjukan PT. Bukit Jonggol Asri
sebagai Pengembang Kawasan Jonggol di Kabupaten Daerah Tingkat
IT Bogor dan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Koordinasi Pengembangan
Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, yang mencabut Keputusan
Presiden Nomor 1 Tahun 1997 sebagaimana dimaksud pada
pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa
Barat tentang Pencabutan Produk Hukum tentang Pengembangan
Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta
Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang
Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PRODUK HUKUM
TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN JONGGOL SEBAGAI KOTA
MANDIRI.

Pasal 1
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku :

a. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
Nomor 536/SK.969-Huk/97 tentang Penunjukan PT. Bukit Jonggol
Asri sebagai Pengembang Kawasan Jonggol di Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor; dan



b. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 32
Tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pelaksana Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol
sebagai Kota Mandiri.

Pasal 2

Dengan dicabutnya Surat Keputusan Gubernur dan Keputusan
Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, maka Perjanjian
Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Bukit
Jonggol Asri Nomor 536/14/HUK/1997 tanggal 8 Agustus 1997
tentang Pengembangan Kawasan Jonggol Kabupaten Daerah Tingkat
II Bogor sebagai Kota Mandiri, harus diakhiri sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
GUBERNUR JAWA BARAT,
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AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,
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LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 64 SERIE



